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SAMBUTAN KEPALA
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam dan  Peraturan Pelaksanaan ” ini dapat
terselesaikan dengan baik.

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana
diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ma]ehs
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan
Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran
dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana
diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka
mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan
undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian
melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun Kompilasi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam dan peraturan pelaksanaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya,
khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata,
kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, Juni 2024
Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan
juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR
RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-

undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan
fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-
peraturan pelaksana yang diamanatkan, baik yang sudah diterbitkan maupun yang
belum diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam diundangkan sebagai karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil
budaya bangsa memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan
intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian
kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak
perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU 13/2018 yang terdiri dari pembukaan
undang-undang, batang tubuh undang-undang, dan daftar peraturan pelaksana.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya,
serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Plh. Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

‘. Kx

Il 'll‘\lli\wkj -
Novianto Murti 'ﬁantoro, S.H., M.H.

NIP. 197111%11996031001
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No.

Pasal

Peraturan Pelaksana

Catatan

Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 7 ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 28

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 30 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 31 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41, negara berkewajiban melindungi
seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya
rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa
Indonesia;

bahwa karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa
memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual
bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan
nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak
perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan
nasional;

bahwa upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi
nasional hasil budaya bangsa Indonesia sampai saat ini belum terlaksana secara
optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya
rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta
kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya
rekam;

bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya
rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan
teknologi informasi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat :
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Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), pasal 2gF, dan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH CETAK DAN KARYA REKAM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam
bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.

2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik
audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

3. Koleksi serah Simpan adalah seruruh hasil r{arya cetak dan Karya Rekam yang telah
berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan perpustakaan prbvinsi yang
memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposi.

4. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang
menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.

5. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum
yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik
Indonesia..

6. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi
sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring
perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 2
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7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan
tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan
penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

8. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menladi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2
Pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam berasaskan::
a. kemanfaatan;
b. transparansi;
c. aksesibilitas;
d. keamanan;
e. keselamatan;
f. profesionalitas;

antisipasi;

> @

ketanggapan; dan

akuntabilitas.

[

Pasal 3
Pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:

a. mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa
dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, -dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

b. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang
disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.

BABII
PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 3
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Pasal 4

(1) Setiap Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya cetak
kepada perpustakaan Nasional dan I (satu) eksemplar kepada perpustakaan
Provinsi tempat domisili Penerbit.

(2) Dalam hal Perpustakaan Nasional memerlukan salinan digital atas Karya cetak
untuk kepentingan penyandang disabilitas, Penerbit wajib menyerahkan saiinan
digital kepada Perpustakaan Nasional.

(3) Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di
perpustakaan Nasionai dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.

(4) Penyerahan Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 5

(1) Setiap Produsen Karya Rekam yang mempublikasikan Karya Rekam wajib
menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada
Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat
domisili Produsen Karya Rekam.

(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

(3) Karya Rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

(1) Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui
penelitian oleh warga negara Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri wajib
diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.

(2) Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia
yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan
di luar negeri wajib diserahkan kepada perpustakaan Nasional.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 mendapitkan pembinaan dari perpustakaan Nasional atau Perpu stakaan
Provinsi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 4
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pengawasan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi.

(3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2
(dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

(4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilaksanakan oleh perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan
huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan
rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud padi ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan
Pemerintah.

Pasal 8

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga bagi
produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan
perguruan tinggi yang menerbitkan Karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua)
eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional.

(2) Penyerahan Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
3 (tiga) bulan seielah diterbitkan.

Pasal 10

(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan
perguruan tinggi yang memublikasikan Karya Rekam wqiib menyerahkan i (satu)
salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.

(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan paling
lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | S
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(3) Perpustakaan Nasional mengoordinasikan pengumpulan Karya Cetak dan Karya
Rekam yang dihasilkan lembaga negara dan lembaga daerah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menerbitkan Karya
Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada
Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi sesuai dengan domisili.

(2) Penyerahan Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
3 (tiga) bulan seielah diterbitkan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan ralqyat daerah yang memublikasikan
Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya
Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan Provinsi sesuai dengan
domisili.

(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan
Nasional dan perpustakaan Provinsi dapat melalui

a. penyerahan langsung; atau
b. pengiriman.

(2) Dalam hal pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya Rekam melalui
pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perpustakaan Nasional
dan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya
Rekam sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 13 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB II1
PENGELOLAAN HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu
Umum

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG |6
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Pasal 15

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil
serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan,
pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, petestarian, dan
pengawasan.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan p"iirrdrrrgi., hak kekayaan intelektual setiap karya.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dilakukan sesuai dengan standar
pengelolaan Koleksi serah simpan yang ditetapkan oleli perpustakaan Nasional.

Pasal 16

Kepala Perpustakaan Nasional dan kepara perpustakaan Provinsi bertanggung jawab
terhadap pengelolaan 6asil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 17

Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pelestarian bertugas untuk melestarikan
seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di
Indonesia.

Pasal 18

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi secara terus-menerus melakukan
peningkatan kualitas pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.

(2) Dalam melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi dapat bekerja sama
dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 19

(1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan penerimaan Karya
cetak dan Karya Rekam melalui penyerahan langsung atau pengiriman.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan teknologi.
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Pasal 20

(1) Perpustakaan Nasional dapat melakukan pengadaan untuk menghimpun Karya
Cetak dan Karya Rekam terhadap:

a. hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan atau
dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1); dan

b. hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau
dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia sebagaimlna
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan
hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 21

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pencatatan hasil
serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang telah diterima.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menginventarisasi
hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai
dengan perkembangan teknologi.

Pasal 22

Pencatatan hasil serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan
dalam sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 23

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengolahan terhadap
Koleksi serah Simpan.

(2) Hasil dari pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah

satu dasar pen5rusunan bibliografi nasional Indonesia dan bibliografi daeiah.
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Bagian Keenam
Penyimpanan

Pasal 24

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi menyediakan sarana dan
prasarana untuk penyimpanan Koleksi Serah Simpan.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan
melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.

Bagian Ketujuh
Pendayagunaan

Pasal 25

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi mendayagunakan seluruh
Koleksi Serah Simpan.

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan
Pelestarian

Pasal 26

(1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pelestarian fisik dan
isi Koleksi Serah Simpan.

(2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan
kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kesembilan
Pengawasan

Pasal 27

(1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengawasan
kewajiban serah simpan. Perpustakaan Provinsi terhadap pelaksanaan kewajiban
serah simpan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
terkoordinasi dengan instansi terkait.
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Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hasil serah limpan Karya Cetak dan Karya
Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 27 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi
penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABYV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi
pemerintahan.

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang
melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga
swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut
dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 32

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum
yang bersifat internasional di Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar
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negeri.
Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja
pemerintah dan swasta.

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti
atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa
Indonesia.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan
kepada instansi pemerintahan.

Pasal 35

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi
karya ilmiah di Indonesia.

(2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau
bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 36
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.

(2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama
resmi.

(3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan,
apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang,
lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan
bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat
istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa
produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa
daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas
umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
(2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai
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bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
Pasal 39
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.

(2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa
daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.!

Pasal 30

(1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra
Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.

(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.?

Pasal 42

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan
sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan
bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian
dari kekayaan budaya Indonesia.

(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di
bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.3

Pasal 43

(1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki
kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi
berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

1 Dilaksankan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

2 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

3 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
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Pemerintah.4

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam dengan cara:

a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan

b. menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan Nasional dan/atau
Perpustakaan provinsi untuk dijadikan Koleksi Serah Simpan; dan

c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.

(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 31

(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan
kepada penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan
Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21juga diberikan
kepada warga negara asing yang melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (21.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
padaayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Semua hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan

4 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
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atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat melalui penelitian sebelum
berlakunya Undang-Undang ini hanrs dilakukan pengadaannya oleh Perpustakaan
Nasional paling lama 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Semua hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau
dipubtikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia sebelum berlakunya
undang-Undang ini harus dilakukan pengadaannya oleh Perpustakaan Nasional
paling lama 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3418), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 34

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, undangundang Nomor 4 Tahun 1990
tentang serah simpan Karyl cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara - Repubiik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambafian lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 341g), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (21 Pemerintah Pusat harus
melaporkan pelaksanaan Undang-undang ini kepada Dewan perwakilan Ralryat melalui
kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang
sangat penting dalam menunjg.ng pembangunan nasionll, khususnya sebagai tolok ukur
kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian
kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak
perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepeniingan nasional.
Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu
mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara
Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya
Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di [ndonesia yang dihasilkan
oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri waJiU
diserahkan tcepaal Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan
kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas,
antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini
menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan
kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi sehingga pengaturannya perlu
disesuaikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah pimgan Karya
Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha mewujudkan koleksi hasional dan
melestarikannya sebagai hasit budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan
melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk
menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan
Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya
Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.
Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya
bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan
melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta
masyarakat. Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan
Karya Rekam yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan
hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat,
dan penghargaan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hurufb
Yang dimaksud dengan asas "transparansi” adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus dilakukan secara terbuka, adil, dan
memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi penerbit maupun produsen
Karya Rekam.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas "aksesibilitas" adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus dapat memberikan kemudahan,
ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Karya
cetak a"" Karya Rekam.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus memberikan jaminan keamanan
Karya cetak dan Karya Rekam dari kemungkinan penyalahgunaan.

Hurufe
Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus dapat menjamin terselamatkannya
Karya cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya, baik yang disebabkan oleh
alam maupun perbuatan manusia.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas” adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus dilakukan oleh sumber daya
manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bid".rg
pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "antisipasi" adalah bahwa pelaksanaan serah
simpan Karya cetak dan Karya Rekam harus didasari oleh antisipasi atau
kesadaran terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi,
informasi, budaya, dan ketatanegaraan serta pentingnya Karyi cetak dan Karya
Rekam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "ketanggapan” adalah bahwa pengelola Karya cetak
dan Karya Rekam harus tanggap atas permasalahan Karya cetak dan Karya
Rekam, maupun masalah fain yang terkait, khususnya apabila terjadi suatu sebab
kehancuran, kerusakan, atau kehilingan Karya cetak dan Karya Rekam.

Hurufi
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Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" pelaksanaan serah simpan Karya
Cetak dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Penyerahan setiap Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan
provinsi tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan demikian, penyerahan
karya-ce[ak ini hanya untuk disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai
dengan tujuan undang-Undang ini. Dalam kaiiannya dengan hak cifta,
sepenuhnya berlaku sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan
tentang hak cipta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "edisi revisi" adalah perubahan bentuk fisik maupun isi
Karya Cetak.

Ayat (4)
Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya,
yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan
bentuk apa putr, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak dipublikasikan,
yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan
bentuk apa putr, atau apabita tidak diluncurkan, sejak pertama kali dipasarkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak dipublikasikan,

yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan
bentuk apa put, atau apabila tidak diluncurkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "lembaga daerah" antara lain badan perencanaan
pembangunan daerah dan badan kepegawaian daerah.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka- waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak diterbitkan,
yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan
bentuk apa pun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka- waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak dipublikasikan,
yaitu sejak saat pertama kali diluncurtan fepaaa masyarakat dengan cara dan
bentuk apa pun, atau apabila tidak diluncurkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bentuk kerja sama antara lain melalui pembuatan nota kesepahaman dengan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hubungan/urusan tuar negeri atau perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menjaga dan melindungi® adalah upaya untuk
mencegah dan menanggulangi dari keru"aliarr, kehancuran, atau kemusnahan.

Pasal 25
Ayat (1)
Pendayagunaan dilakukan dengan cara dipinjamkan untuk dibaca dan dipelajari
di tempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Instansi terkait meliputi kementerian urusan pemerintahan di bidang:
a. pendidikan;
b. kebudayaan;
c. riset dan teknotogi;
d. pemerintahan dalam negeri;
e. hukum dan hak asasi manusia;
f. komunikasi dan informasi; dan/atau
g. perdagangan.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Dana lain yang sah dan tidak mengikat antara lain dana tanggung jawab
sosial perusahaan, sumbangan, dan hibah.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan'masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi masyarakat, badan usaha atau badan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
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